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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang Karakteristik Final and 
Binding Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Politik 
Hukum Pembentukan Legislasi Yang Baik, maka dapatlah ditarik kesimpulan 
sebagai inti pemikiran dari kajian ini. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai 
berikut: 
1. Karakteristik final and binding putusan Mahkamah Konstitusi. 
Karakterisitik  final and binding putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat 
dilakukan upaya hukum apapun. Berkaitan dengan kasus Akil Mochtar 
yang menerima suap atas pemeriksaan perkara sengketa pemilihan kepala 
daerah meskipun terbukti menerima suap, pihak yang dikalahkan tidak 
memiliki langkah atau mekanisme untuk melakukan upaya hukum. Tidak 
adanya mekanisme untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi yang 
diputuskan dengan indikasi judicial corruption merupakan pelaksanaan 
Pasal 24C UUD 1945. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi yang final 
dan mengikat juga sama seperti penerapan putusan Mahkamah Konstitusi 
di Negara Amerika Serikat, Republik Jerman dan Korea Selatan. 
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus diterima oleh 
semua pihak, karena sifatnya final dan mengikat. Berkaitan dengan 
karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak 
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selalu patuh pada undang-undang dan hukum acaranya. Hal ini dapat 
dilihat dengan munculnya putusan-putusan yang tidak sesuai dengan 
karakteristik dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yaitu dengan 
menjadikan dirinya sebagai positive legislator dan membuat putusan yang 
berlaku surut (retroaktif).  
2. Relevansi putusan final and binding Mahkamah Konstitusi terhadap proses 
pembentukan legislasi yang baik. 
Relevansi putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding terhadap 
proses pembentukan legislasi yang baik yaitu mengacu pada Pasal 23 ayat 
(1) huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa dalam Prolegnas 
dimuat daftar kumulatif terbuka yang salah satunya mengacu pada akibat 
putusan Mahkamah Konstitusi. DPR sebagai pembentuk undang-undang 
tidak memiliki upaya yang kuat dalam hal pembaharuan undang-undang 
setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Ini dapat dilihat dengan 
terlantarnya undang-undang ketenagalistrikan selama 11 tahun pasca 
dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 001/PUU-I/2003. 
Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final and binding 
terhadap perkara pengujian undang-undang, DPR tidak memberikan skala 
prioritas terhadap undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi. 
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B. Saran 
1. Sebagai konsekuensi yuridis terhadap sifat final and binding putusan 
Mahkamah Konstitusi, maka dalam rangka menciptakan kepastian hukum 
sifat putusan Mahkamah Konstitusi tetap harus dipertahankan. Terkait 
adanya judicial corruption yang di lakukan oleh oknum hakim konstitusi, 
hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan seleksi yang ketat 
terhadap calon hakim konstitusi serta adanya pengawasan baik dari 
internal maupun eksternal lembaga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 
Konstitusi sebagai pengawal konstitusi jangan lagi membuat putusan-
putusan yang melanggar undang-undang serta hukum acara dengan 
menjadi positif legislator dan membuat putusan retroaktif karena tidak 
sesuai dengan amanat undang-undang dan karakterisitik putusannya. 
2. Sebagai upaya untuk mengaktualisasikan sifat final and binding putusan 
Mahkamah Konstitusi terhadap proses legislasi yang baik, maka perlu 
dilakukan harmonisasi antara rancangan undang-undang yang dibuat oleh 
DPR terhadap UUD 1945. Ini bertujuan untuk meminimalisir permohonan 
judicial review kepada Mahkamah konstitusi serta untuk menjamin 
kesesuaian antara undang-undang yang dibuat dengan UUD 1945 sebagai 
hukum tertinggi. 
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